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DEKLARASI MOEKTIJASIH'
KONGRES KEMANUSIAAN INDONESIA KE-3

“Meneguhkan Amanat Kemanusiaan: Dari Resiliensi Menuju Kepemimpinan Lokal”
Jakarta, 23 Desember 2025

Kami, organisasi dan jejaring masyarakat sipil kemanusiaan, pegiat kemanusiaan lokal, serta
mitra lintas sektor yang berhimpun dalam Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 pada 23
Desember 2025 di Jakarta, dengan ini menyatakan:

Duka dan Keprihatinan: Kami menyampaikan duka cita mendalam dan keprihatinan yang
mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera
Utara, dan Sumatera Barat sejak awal Desember 2025. Bencana ini menjadi pengingat kritis
akan urgensi penguatan sistem kemanusiaan dan penanggulangan bencana dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Di tengah duka ini, kami terinspirasi oleh ketangguhan (resilience)
masyarakat Sumatera yang menjadi fondasi sekaligus energi utama untuk membangun sistem
kemanusiaan yang lebih adil dan berpihak pada komunitas. Pembelajaran kami termasuk:

Kepemimpinan dalam krisis: Penanganan kedaruratan bencana dengan dimensi
kemanusiaan memerlukan kepemimpinan kolaboratif yang berpusat pada pemenuhan hak
warga terdampak serta penguatan investasi mitigasi guna menghadapi ancaman risiko yang
semakin kompleks.

Transformasi Kepemimpinan Lokal: Menyikapi secara proaktif disrupsi pendanaan
kemanusiaan global menjadi proses transisi dari Humanitarian Country Team (HCT) pimpinan
PBB menjadi Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP) dengan kepemimpinan
kolektif Organisasi Masyarakat Sipil lokal.

Tanggung Jawab Koordinasi: Masyarakat sipil lokal telah mengambil alih tanggung jawab
koordinasi kemanusiaan nonpemerintah secara mandiri. Hal ini telah dibuktikan melalui respon
kolaboratif yang nyata dalam penanganan Bencana Banijir dan Longsor Sumatera 2025.

Pengakuan Peran IHCP: Perlunya Pemerintah, komunitas donor, badan-badan PBB, dan
pelaku internasional untuk secara resmi dan eksplisit mengakui IHCP sebagai wadah
koordinasi mandiri yang sah, representatif, dan akuntabel.

Keadilan Sumber Daya: Pengalihan koordinasi kemanusiaan dari pelaku internasional
kepada pelaku lokal tidak boleh hanya berupa penyerahan tanggung jawab semata. Proses ini
harus disertai transfer sumber daya yang nyata untuk melaksanakannya —termasuk
pendanaan, pengembangan kapasitas, dan legitimasi—demi memastikan keberlanjutan sistem
kemanusiaan dengan kepemimpinan lokal.

' Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 memberikan penghargaan “Kampiun Kemanusiaan Indonesia” kepada
Titi Moektijasih, staff UN OCHA di Jakarta, atas dedikasi dan kontribusinya selama 20 tahun dalam
mengakrabkan urusan kemanusiaan, membina dan memperkuat jaringan dan kerjasama multisektor,
menginisiasi berbagai prakarsa, memberi teladan lewat aksi nyata, serta menjadi sosok perempuan tangguh
yang tak pernah menyerah, senantiasa menjadi perekat dan penghubung, dan tidak pernah meminta pengakuan.
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initiative

Komitmen Global: Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan ruang masyarakat sipil dan
agenda pelokalan di Indonesia dan menjadikannya praktik baik dalam gerakan global melalui
partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk Keketuaan Indonesia pada ASEAN
Committee on Disaster Management (ACDM) 2026, Asia-Pacific Local Leaders, Grand Bargain 2026,
dan agenda Future of Aid 2040.

Untuk itu, sebagai aspirasi, peta jalan, dan tindakan prioritas, kami mendeklarasikan Agenda
Kemanusiaan Indonesia 2030 sebagai berikut:

1. Penguatan Kepemimpinan Lokal dalam Koordinasi Kemanusiaan: Mengukuhkan peran
IHCP sebagai sistem koordinasi nasional yang mandiri, akuntabel, dan legitimate dengan
menempatkan pelaku lokal sebagai pemimpin utama. Peran mereka melampaui sekadar pengisah
praktik baik; mereka adalah agen perubahan yang aktif mentransformasi sistem kemanusiaan.
Transformasi ini menuntut alokasi sumber daya yang memadai, penguatan konstituen, penguatan
kapasitas, dan serta legitimasi termasuk perlindungan terhadap independensi dan integritas ruang
masyarakat sipil.

2. Transformasi Ekosistem Sumberdaya Kemanusiaan Berkelanjutan: Membangun
diversifikasi sumberdaya kemanusiaan melalui mobilisasi sumber daya lokal, mengaktifkan Lumbung
Kemanusiaan sebagai mekanisme solidaritas, dan memastikan akses setara bagi pelaku lokal
terhadap pendanaan publik, CSR, dan pendanaan internasional.

3. Penguatan Kapasitas dan Standar Kemanusiaan Nasional: Mengembangkan kapasitas
organisasi masyarakat sipil lokal melalui roadmap pengembangan berkelanjutan, implementasi
Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia, dan mekanisme pembelajaran berbasis kearifan lokal yang
terintegrasi dengan standar global.

4. Kebijakan Kemanusiaan Nasional dan Kolaborasi Multipihak: Mendorong kebijakan
nasional tentang kemanusiaan yang eksplisit dan memadai — lebih dari sekadar appendiks yang
implisit dalam tanggap darurat bencana— yang mengakui dan memperluas ruang masyarakat sipil
sebagai mitra setara pemerintah, memperkuat Multi Stakeholder Forum, dan menjadikan National
Reference Group sebagai wahana konsultasi kemanusiaan nasional.

5. Kepemimpinan Regional dan Kontribusi Global: Memposisikan Indonesia di garis depan
reformasi sistem kemanusiaan dan pelokalan tata kelola bantuan kemanusiaan melalui advokasi,
keikutsertaan aktif, dan kepemimpinan terutama pada keketuaan Indonesia di ACDM 2026 dan
wahana-wahana lain termasuk Asia-Pacific Local Leaders, kontribusi strategis pada kelanjutan Grand
Bargain dan Future of Aid 2040.

Kami berkomitmen untuk melanjutkan fokus pada usaha kolektif sektor kemanusiaan sebagai mitra
pemerintah dalam respon darurat dan pemulihan menuju resiliensi di Sumatera. Bersama itu,
menjadikannya wahana pembelajaran guna terus-menerus melakukan penguatan koordinasi
kemanusiaan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Jakarta, 23 Desember 2025
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THE MOEKTIJASIH DECLARATION?
THE 3RD INDONESIA HUMANITARIAN CONGRESS

“Upholding the Humanitarian Mandate: From Resilience to Local Leadership”
Jakarta, 23 December 2025

We, the organizations and networks of humanitarian civil society, local humanitarian practitioners, and
multi-sectoral partners convened at the 3rd Indonesia Humanitarian Congress on 23 December 2025 in
Jakarta, do hereby declare the following:

Grief and Solidarity: We express our deepest condolences and grave concern regarding the
devastating floods and landslides that have impacted the provinces of Aceh, North Sumatra, and West
Sumatra since early December 2025. This disaster serves as a critical reminder of the urgent need to
strengthen humanitarian systems and disaster management within our national framework. Amidst this
adversity, we are inspired by the resilience of the people of Sumatra, which serves as the foundation
and primary catalyst for building a more equitable humanitarian system that prioritizes community
needs. Our reflections include:

Leadership in Crisis: Managing disaster emergencies with a humanitarian dimension requires
collaborative leadership centered on the fulfillment of the rights of affected citizens and enhanced
investment in mitigation to address increasingly complex risk landscapes.

Transformation of Local Leadership: Proactively addressing the shifting landscape of global
humanitarian financing requires a managed transition from the UN-led Humanitarian Country Team
(HCT) to the Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP), characterized by the collective
leadership of local Civil Society Organizations.

Responsibility for Coordination: Local civil society has assumed the mandate for independent
non-governmental humanitarian coordination. This has been demonstrated through tangible
collaborative responses during the 2025 Sumatra Flood and Landslide operations.

Recognition of the IHCP: It is imperative that the Government, the donor community, United Nations
agencies, and international actors formally and explicitly recognize the IHCP as a legitimate,
representative, accountable, and independent coordination mechanism.

Equitable Resource Distribution: The transition of humanitarian coordination from international to
local actors must go beyond a mere transfer of responsibility. This process must be accompanied by a
genuine transfer of resources—including flexible funding, capacity development, and institutional
legitimacy—to ensure the sustainability of a locally-led humanitarian system.

2 The 3rd Indonesia Humanitarian Congress confers the " Indonesia Humanitarian Champion" award upon Titi
Moektijasih of UN OCHA Jakarta for her twenty years of extraordinary dedication to humanizing the
humanitarian agenda, fostering multi-sectoral networks, and spearheading innovative initiatives. She is a role
model of effective action over theory, an unwavering advocate for local leadership, and a resilient bridge-builder
who serves with humility and without seeking recognition
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Global Commitments: We are committed to consistently advocating for civic space and the
localization agenda in Indonesia, establishing it as a global best practice through active participation in
international fora, including Indonesia’s Chairmanship of the ASEAN Committee on Disaster
Management (ACDM) 2026, the Asia-Pacific Local Leaders forum, the Grand Bargain 2026, and the
Future of Aid 2040 agenda.

Therefore, as our aspiration, roadmap, and priority action plan, we hereby declare the Indonesia
Humanitarian Agenda 2030 as follows:

1. Strengthening Local Leadership in Humanitarian Coordination: Solidifying the role of the
IHCP as an independent, accountable, and legitimate national coordination system by positioning local
actors as primary leaders. Their role extends beyond merely showcasing best practices; they are
agents of change actively transforming the national humanitarian architecture. This transformation
necessitates the allocation of adequate resources, the strengthening of constituencies and capacities,
and the provision of legitimacy, including the protection of the independence and integrity of civic
space.

2. Transforming the Sustainable Humanitarian Resource Ecosystem: Developing diversified
humanitarian resourcing by mobilizing local assets, activating the "Humanitarian Granary" (Lumbung
Kemanusiaan) as a solidarity mechanism, and ensuring equitable access for local actors to public
funding, CSR initiatives, and international grants.

3. Enhancing National Humanitarian Capacities and Standards: Building the capacity of local
civil society through a sustainable development roadmap, the implementation of the Indonesia
Humanitarian Framework, and localized learning mechanisms that integrate indigenous wisdom with
global standards.

4. National Humanitarian Policy and Multi-Stakeholder Collaboration: Advocating for explicit
and robust national humanitarian policies—moving beyond implicit appendices in disaster response
frameworks—that recognize civil society as an equal partner to the Government, strengthen
Multi-Stakeholder Fora, and utilize the National Reference Group as a vehicle for national humanitarian
consultation.

5. Regional Leadership and Global Contribution: Positioning Indonesia at the forefront of global
humanitarian reform and the localization of aid governance through advocacy and strategic leadership,
particularly during the ACDM 2026 Chairmanship and other platforms such as Asia-Pacific Local
Leaders, the Grand Bargain, and the Future of Aid 2040.

We remain committed to maintaining our collective focus on the humanitarian sector’s role as a partner
to the Government in emergency response and the transition to resilient recovery in Sumatra.
Furthermore, we shall utilize these efforts as a learning platform for the continuous strengthening of
humanitarian coordination that is more effective, targeted, and sustainable.

Jakarta, 23 December 2025



